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PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.BKy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Sragen, 02 November
1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan
Penjual Jamu Keliling, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG,
sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 24 April 1973
(umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat
kediaman di KABUPATEN WONOGIRI, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2022 telah
mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bengkayang, dengan Nomor 82/Pdt.G/2022/PA.Bky. pada hari itu juga, dengan

dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 25 November 1999, Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijambe,
Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta

Nikah Nomor -, tanggal 25 November 1999;
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2. Bahwa ketika akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis
sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah
milik bersama selama 12 (dua belas) tahun sampai terakhir;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
1. ANAK PERTAMA, lahir tanggal 4 September 2000
2. ANAK KEDUA, lahir tanggal 5 Januari 2008
dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam
asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juni tahun 2020
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus
menerus disebabkan:
a) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada
Penggugat, karena malas bekerja

b) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat saat
emosi
C) Tergugat suka melakukan KDRT yakni memukul terhadap

penggugat kalau terjadi pertengkaran

Bahwa pada pertengahan bulan Mei tahun 2022 Tergugat telah mempunyai
wanita idaman lain;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat semakin tajam dan memuncak pada pertengahan bulan Mei tahun
2022;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi
dari rumah sejak pertengahan bulan mei tahun 2022 dan sejak itu pula
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di
KABUPATEN BENGKAYANG, sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN
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WONOGIRI sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas dan

telah berlangsung selama 1 (satu) bulan;

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan

sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi

antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga,

namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat

merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa

dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang

timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bengkayang Cqg. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara
ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku;
Subsider :
Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah
meskipun menurut surat panggilan (relaas) yang dibacakan di muka sidang,
Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;
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Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh
orang lain untuk menghadap sebagai wakil’kuasa hukumnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah,
oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama
Bengkayang pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 13 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.l. sebagai
Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yayuk
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Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.
Hakim Tunggal,

Ttd.

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Ttd.
Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran ‘Rp  30.000,00
2. Biaya proses ‘Rp  75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat ‘Rp  75.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat ‘Rp  10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat :Rp 205.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat ‘Rp  10.000,00
7. Biaya redaksi ‘Rp  10.000,00
8. Biaya meterai :Rp 10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt. ‘Rp ,00

Jumlah ‘Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
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